KEPUTUSAN KEFALA EANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 918 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL SALSABILA CIPAAT KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

=1

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalul organisasi
berbadan hukum untuk menyelengegarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

. bahwa Raudhatul Arhfal sebagaimana tercantum dalam keputusan im

telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana meslinya sesual dengan hasil visitasl dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kanteor Kementerian Agama
kKabupaten Indramayu Nomor B.0482 /Kk.10.12/2/PP.004 /03 /2019
tanggal & Maret 2019 dan Nota Dinas Perttmbangan Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nemer 0161 /NDIPM /2019 tanggal 9 Juli 2019
sehingga layak diberikan izin operasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama [Provinsi Jawa Barat tontang Pemberian Izin
Operasional Raudhatul Athfal Salsabila Cipaat Kabupaten Indramayu;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nagional (Lembaran Nepara Republilk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tamhbahan Lembaran Negara Reoulblik Indonesia Nomor ¢586);

., Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tehun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indunesia Tabun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 20153 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraluran Pemerntab Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (lLLembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864,



1.

14,

15,

. Peraturan Pemerintah Neomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran

Negara Republizx Indoneszia Tehun 2008 Nomeor 194, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penvelengearaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 lentang Penpelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Namor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Presiden Nomaor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

[Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menter Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar

Sarane dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolalby Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sckolah
Menengah Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di  Habupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturar Menteri Pendidikan dan
Kebudavaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perataran
Menteri Pendidikan Nesional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayvanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonezia Tahun 2013 Nomor 464);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar

Kompetensi Lulusan dan Standar Is! Pendidikan Agama [slamm dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor L1);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 fentang Pengawas

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 206) sebagaimana telah
dinbah dengan Peraluran Menlen Agauna Nomor 31 Tabhun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Namaor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah (Berita Negara Repuzhlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerjs Instansi Vertikal Kementerian Agama [Berita Negara Republik
Indonesia Tahunr 2012 Nomor 851);

Peraturen  Menleri  Agama  Nomer %0 Tabun 2013 tentang
Peryelenpgaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomar 1382) schagaimana telah beberapa kali ciubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Neomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomaor 90
Tahun 2013 tentang Penvelengparaan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495);



Menetapkan

KESATU

EEDLUA

EETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSEAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL SALSABILA CIPAAT EKABUPATEN
INDRAMAYU.

Memkerikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal
sebagaimana tercanturn dalarm Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutan wajib:

a. Menvampaikan laperan perkembangan Raudhatul Athfal kepada
Kepala Kentor Kementerian Agama yang memuat paling sedilat
perkembangen jurnlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenubhan standar sarana  prasarana, dan
pelaksanaan pemeruhan  standar pendidik dan  tenaga
kependidikan; danfatau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada
BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangar,

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalamr Diktum KEDUA huraf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penvelenggaraan pendidikan danjatau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimsna dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalam Dikmum KEDUA huruf & dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penvelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditas:
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, malka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Jul 2019
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 918 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
HAUDHATUL ATHFAL SALSABILA CIPAAT
KAEBUPATEN INDRAMAYU

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

Nama Madrasah

IKaudhatl Athfa. Salsabila Cipaat

2 |Nemor Statistis Madrasah 101232120150
3 |Alamat Madrasah Jalan Rava Cipaat
Desa/Kelurahan Cipaat
Kecamatan Bongas
Kabupaten indramayu
Frovinst Jawa Barat
4 [Nama Organisasi Penvelenggara Yavasan Pendidikan Islam Haji Abdul Kodir
o |Akte Notaris Orpanisasi NURHAYATL 54, M.Kn
Penvelenggara Mo, 3 Tanggal 16 Juni 2016
B |Pengesahan Akte Notaris Organisas) |AHU-GOEE420 40101 U4 TAHUN 2016

Penyelenpggara

Tanggal 16 Jum 2016
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